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BUPATIKAUR 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR I/~ TAHUN 2018 

TENTANG 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 
Menimbang a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas J abatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur; 
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 28); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik rs.=xR:;:;EfA!::-:o:::w=-:o;:7:.E:::R,'.'::,H:'.::'!tA::-:c,,c=J•~:o::c!c:'.""tl,n-1,tnesia Tahun _2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara BAG IAN • u K. ,A e 1ublik Indonesia Nomor 5679); TElAH O!Pf'# DA~ 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037); 

7 . Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Jabatan; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refomasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Nomor 09); 

14. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan 
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita 
Daerah Kabupaten KaurTahun 2016 Nomor 466) . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 

Pasal 1 

r.:::;;;;;=:=~:-:--:c=-,--D__alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : SEKRETAfilA.T CAE~AI-! .<;.su~AiE11 KPJJR 
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3. Bupati adalah Bupati Kaur; 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur; 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur; 6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaurj 
7 . Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bekerja pada Pemerinlah Daerah. 

Pasal 2 

Kelas Jabatan Struktural, Jabata n Fungsional, dan Jabatan lainnya di Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Kaur ditetapkan sebagaimana ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pera turan Bu pati ini. 

Pasal3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal S- [>eJqmier- 2018 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal, f: /Je.sFmtJflr­
SEKRETARIS DAERAH 

2018 

KABUPAT 

H. NANDAR NADI, S.Sos., M .Si. 
Pembina Utam Madya/ IV. d 
NIP. 19690127 199003 1 004 

SERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR: ''J6 




